







A. Latar Belakang Masalah 
Suatu perkawinan jika salah satu diantara mereka ada yang menjadi 
murtad, secara otomatis dan batal demi hukum, disadari atau tidak perjalanan 
rumah tangga tersebut tidak akan lagi berjalan mulus. Karena masing-masing 
memiliki keyakinan yang berbeda yang tentunya tidak bisa disatukan visi dan misi 
dari masing-masing keyakinan tersebut, sehingga tidak bisa tercipta tujuan 
perkawinan sebagaimana yang terdapat pada pasal 3 Bab II KHI, yaitu : 
“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah dan warrahmah”. Jadi, di dalam kondisi seperti ini perceraian 
merupakan pintu darurat dari ikatan perkawinan karena tidak ada jalan lain untuk 
mengatasi keadaan.  
Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan manusia yang meliputi 
kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Kebutuhan lahiriah tersebut terdorong oleh 
naluri manusia untuk mengembangkan keturunan yang sah, ini bersifat biologis. 
Unsur rohaniah dalam perkawinan merupakan penjelmaan dari hasrat manusia 
untuk hidup berpasang-pasangan dengan rasa kasih sayang. Perkawinan dianggap 
sebagai sesuatu yang sakral karena perkawinan merupakan masalah keagamaan, 
sehingga perkawinan harus dilaksanakan dengan rangkaian upacara yang bersifat 
religius dan dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan 





dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Sesuai dengan bunyi Pasal 2  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas maka perkawinan bagi 
orang Islam di Indonesia sah apabila telah dilakukan sesuai dengan Hukum Islam 
dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 
Perkawinan. Jadi perkawinan tidak sah dan batal apabila dilangsungkan tanpa 
memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 
Di dalam agama Islam apabila salah seorang dari suami atau istri keluar 
dari agama Islam atau murtad (riddah), maka putuslah perkawinan mereka dan 
suatu perkawinan itu putus ketika Hakim Pengadilan Agama telah memfasakhkan 
perkawinan tersebut artinya telah diputuskannya hubungan perkawinan atas 
permintaan salah satu pihak karena faktor-faktor tertentu. Allah juga melarang 
terjadinya perkawinan yang berbeda agama. Sebagaimana telah tersirat dalam Al 
qur’an surat Al-baqarah ayat 221 yang artinya sebagai berikut : 
   
     
    
    
    
     
    
     
   
   
   
   
“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. 
Sungguh, hamba sahaya perempuan orang yang beriman lebih baik dari pada 





(laki-laki) musyrik dengan (perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. 
Sungguh, hamba sahaya laki-laki beriman lebih baik dari pada laki-laki musyrik 
meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah 
mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-
ayat Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”. (Soenarjo dkk, 
1993: 53) 
Dari ayat tersebut di atas jelas bahwa Allah melarang seorang laki-laki 
menikah dengan seorang perempuan yang tidak seagama, begitu pula sebaliknya 
Allah juga melarang seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki yang  
tidak beragama Islam (Sutiono Usman, 1989: 29). Sesuai dengan ketentuan Pasal  
40 KHI (Kompilasi   Hukum   Islam) Dilarang melangsungkan perkawinan antara 
seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : 
a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan 
pria lain. 
b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain. 
c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam. 
 
Pasal 44 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang melarang perkawinan beda agama. 
Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria 
yang tidak beragama Islam.  
Sedangkan dalam peraturan undang-undang mengatur mengenai murtad 
hanya spesifik pada perkara murtad yang bisa menjadi alasan perceraian sesuai 
dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 75 mengenai keputusan pembatalan 
Perkawinan tidak berlaku surut terhadap : 
1. Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad. 
2. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. 
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan ber`itikad baik, 
4. Sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekutan hukum yang tetap. 
 
Praktek  pernikahan  berdasarkan  hukum  Islam  yang  dilakukan  oleh 





hubungan hukum tersebut telah berkekuatan hukum dan legal secara hukum 
perdata, karena tingkat keIslaman seseorang tidak diatur dalam pernikahan. 
Sebagaimana ketentuan mengenai dasar perkawinan pasal 4 KHI 
(Kompilasi  Hukum  Islam) bahwa “Perkawinan  adalah  sah, apabila dilakukan 
menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat  (1) Undang-undang No.1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan”. Berdasarkan pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 
1974 tentang Perkawinan bahwa : 
1. Perkawinan  adalah  sah  apabila  dilakukan  menurut  hukum  masing-
masing agama dan kepercayaannya itu. 
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 
Meskipun perkawinan merupakan ikatan yang erat antara suami dan istri, 
namun acap kali dalam perjalananya tidak dapat dipungkiri munculnya 
permasalahan rumah tangga berupa ketidak rukunan, perselingkuhan dan 
murtadnya salah satu pihak yang sampai kondisi pecah (broken marriage) yang 
sangat sulit untuk disatukan kembali meskipun berbagai upaya perdamaian telah 
dilakukan, sehingga menghendaki agar perkawinan diputus melalui perceraian 
yang merupakan jalan satu-satunya yang menjadi pemisah antara mereka 
sedangkan syara’  maupun perundang-undangan mengizinkan adanya perceraian 
dan menetapkan aturan-aturan yang rinci  dan spesifik tentang perceraian. 
Berkaitan dengan perceraian maka putusnya perkawinan tertulis pada pasal 38 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meliputi : 
1. Kematian 
2. Perceraian dan  






Untuk menerapkan prinsip mempersulit terjadinya perceraian pada pasal 
39 ayat  (1) dan (2). Undang-Udang Nomor 1 tahun 1974 tetang  Perkawinan 
meliputi  : 
1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang  Pengadilan  setelah 
Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan 
kedua belah pihak. 
2. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan-alasan perceraian. 
 
Adapun  alasan-alasan  dalam  perceraian  sebagaimana  terdapat  dalam 
pasal 116 KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah sebagai berikut : 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan 
lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-
turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain 
diluar kemampuannya. 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman 
yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 
membahayakan pihak lain. 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dangan akibat tidak 
dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. 
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 
7. Suami menlanggar taklik talak. 
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak 
rukunan dalam rumah tangga. 
  
Peralihan agama atau murtad merupakan salah satu alasan perceraian yang  
diatur  dalam  Pasal  116 Huruf H Kompilasi  Hukum  Islam.  Peralihan  agama 
dalam perkawinan dapat mengakibatkan percekcokan karena salah satu pihak 
yaitu  suami  atau  istri  tidak  menginginkan  pasangannya  untuk  berpindah 
agama.  Percekcokan  tersebut  dapat  menimbulkan  keretakan  dalam  rumah 
tangga  hingga  akhirnya  salah  satu  pihak  memutuskan  untuk  mengajukan 





murtad  yang  dapat  dijadikan  bukti  adalah  putusan  Pengadilan  Agama 
Bandung Nomor 2362/Pdt.G/2014/PA.Badg. yang berawal dari adanya 
perkawinan  seorang  laki-laki  bernama  “IMR”  bin  “MR”  yang  selanjutnya 
disebut  sebagai  Pemohon  dengan  seorang  perempuan  bernama  “ADB”  binti 
“E.M B” yang pada kasus ini disebut sebagai Termohon. Bahwa Pemohon dan 
Termohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam. Sebelum menikah, 
Pemohon beragama Islam sedangkan Termohon beragama Kristen. Namun setelah 
perkawinan berlangsung selama 3 tahun, sering terjadi perselisihan dan  
pertengkaran  antara  Pemohon  dengan  Termohon  karena  Termohon kembali ke 
agamanya yang semula yaitu Kristen. Sehingga puncaknya di bulan Januari 2013 
sampai sekarang sekitar 18 bulan Termohon telah meninggalkan rumah kediaman 
bersama dengan izin Pemohon.  
Salah satu ketentuan dalam pasal 70 ayat 1, 3, 4 dan 5 Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang 
No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama adalah mempersulit terjadinya 
perceraian. Apabila terjadi  perceraian,  berarti  tujuan  perkawinan  yang  dicita-
citakan  untuk membentuk  keluarga  bahagia  dan  sejahtera  telah  gagal  
terwujud. Dengan maksud  untuk  mempersulit  terjadinya  perceraian  tersebut,  
maka pasal 70 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 menentukan: 
(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin 
lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka Pengadilan 
menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. 
(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri 
dapat mengajukan banding. 
(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan 
menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami 





(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam 
suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri 
atau kuasanya. 
(5) Jika istri telah mendapat panggilaan secara sah atau patut, tetapi tidak 
datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya maka suami atau 
wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau 
wakilnya. 
(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (bulan) sejak ditetapkan hari sidang 
penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak 
mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau 
patut maka gugurlan kekuatan penetapan tesebut, dan perceraian tidak 
dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. 
 
Pasal 70 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tidak dapat diterapkan dalam 
perkara ini sebab bertentangan dengan peraturan yang berlaku bagi agama Islam 
dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 40 huruf C yang berbunyi “Seorang 
pria Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang tidak 
beragama Islam.” Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tersebut jelas bahwa 
jika seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki maka harus memiliki 
agama yang sama.  
Di sini, hukum atau ketentuan dituntut tegas agar tidak terjadi 
kesimpangsiuran   yang   membingungkan   masyarakat.   Bila   sampai   hal   ini 
terjadi tentu tidak menutup kemungkinan terjadi ketidakpastian dan membuka 
celah permainan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penulis merasa perlu untuk 
melakukan penelitian terhadap ketentuan pasal yang diterapkan dalam putusan 
tersebut dengan judul penelitian “ANALISIS PUTUSAN NOMOR 
2362/Pdt.G/2014/PA.Badg TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN 
HUBUNGANNYA DENGAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NO. 7 





B.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka 
dijadikan beberapa masalah penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara 
nomor 2362/Pdt.G/2014/PA.Badg. tentang pembatalan perkawinan ? 
2. Bagaimana dasar penerapan hukum dalam Putusan Nomor 2362/Pdt.G/ 
2014/PA.Badg? 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus 
perkara nomor 2362/pdt.g/2014/pa.badg. tentang pembatalan perkawinan. 
2. Untuk mengetahui dasar penerapan hukum hakim dalam putusan 
Pengadilan Agama Bandung Nomor: 2362/Pdt.G/2014/P.Badg. 
D. Kerangka Berfikir 
 Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena 
tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang 
dilarang atau diharamkan oleh agama. Menurut Muhammad Yahya Harahap, 
secara teoritis dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 
menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya 
batal menurut hukum sampai ada ikut campur tangan pengadilan (Yahya Harahap, 
1975: 4).  
Hal ini berdasarkan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 





pengadilan”. Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka 
perkawinan diadakan bukan untuk waktu sementara dan bukan ikatan lahir saja 
melainkan ikatan lahir dan batin serta bertujuan untuk membentuk keluarga yang 
bahagia untuk selama-lamanya (kekal). Oleh karena itu, perceraian dan 
pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan atau sebab-
sebab yang memaksa dan yang menyimpang dari hukum apabila diteruskan. 
Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan dapat juga dikenal dengan istilah 
Fasakh. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan tidak disebutkan tentang 
Fasakh melainkan pembatalan perkawinan (R. subekti dan R. tjitrosudibio, 2007: 
572). 
Perkawinan dapat dibatalkan, bila: 
1. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum 
(pasal 27 UU No. 1/1974). 
2. Salah satu pihak memalsukan identitas dirinya (pasal 27 UU No. 1/1974). 
identitas palsu misalnya tentang status, usia atau agama. 
3. Suami/istri yang masih mempunyai ikatan perkawinan melakukan 
perkawinan tanpa seijin dan sepengetahuan pihak lainnya (pasal 24 UU 
No. 1 tahun 1974). 
4. Perkawinan yang tidak sesuai dengan syarat-syarat perkawinan (pasal 22 
UU Perkawinan). 
Sementara menurut Pasal 71 KHI, perkawinan dapat dibatalkan apabila: 
1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. 
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi 
isteri pria lain yang mafqud (hilang). 






4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana 
ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974. 
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang 
tidak berhak. 
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan. 
Pembatalan perkawinan menurut peraturan perUndang-Undangan di 
Indonesia adalah tindakan pengadilan yang berupa keputusan yang menyatakan 
perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah dan sesuatu yang dinyatakan 
tidak sah itu dianggap tidak pernah ada. Sesuatu yang dinyatakan tidak sah itu 
dianggap tidak pernah ada. Dari pengertian tersebut dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, yaitu : 
a. Perkawinan dianggap tidak sah. 
b. Juga dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada. 
c. Oleh karena itu, laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya 
itu   dianggap tidak pernah sebagai suami isteri. 
Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah melakukan terobosan 
hukum dengan menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian adalah 
"Murtad yang menimbulkan perselisihan dan petengkaran dalam rumah 
tangga" 
Dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan salah satu 
yang menyebabkan putusnya perkawinan adalah murtad. Murtad (Riddah), Suatu 
perbuatan dimana salah satu seseorang dari suami atau istri keluar dari agama 
islam. Murtad berasal dari bahasa Arab yaitu riddah yang mempunyai arti 





keluar dari agama Islam baik menjadi kafir ataupun tidak beragama sama sekali. 
Dalam ikatan perkawinan, murtadnya salah satu pihak atas kemauan sendiri atau 
bujukan dari orang lain akan mengakibatkan putusnya perkawinan dengan 
sendirinya yang mana hal tersebut didasarkan atas pertimbangan keselamatan dari 
laki-laki/perempuan yang beragama Islam.  
 Persoalan kemurtadan seseorang dianggap sebagai suatu hak khusus dan 
penting jika dikaitkan dengan perkawinan. Murtad mempunya pengaruh yang 
besar terhadap hidup seseorang terutama hubungan dengan masyarakat dalam hal 
perkawinan, waris, hak anak dll. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 
tentang perkawinan pasal 8 huruf (f) yang menyatakan bahwa perkawinan 
dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau 
peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Salah satu asas yang dianut ketentuan 
pasal 70 ayat 1, 3, 4 dan 5 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana 
diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah oleh 
Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama adalah 
mempersulit terjadinya perceraian. Apabila terjadi  perceraian,  berarti  tujuan  
perkawinan  yang  dicita-citakan  untuk membentuk  keluarga  bahagia  dan  
sejahtera  telah  gagal  terwujud. Dengan maksud  untuk  mempersulit  terjadinya 
perceraian  tersebut,  maka pasal 70 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 
menentukan: 
(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin 
lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka Pengadilan 
menetapkan bahwa permohonan tersebut dikabulkan. 
(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri 





(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan 
menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami 
dan istri atau wakilnya untuk menghadiri persidangan tersebut. 
(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam 
suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh istri 
atau kuasanya. 
(5) Jika istri telah mendapat panggilaan secara sah atau patut, tetapi tidak 
datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya maka suami atau 
wakilnya dapat mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya istri atau 
wakilnya. 
(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (bulan) sejak ditetapkan hari sidang 
penyaksian ikrar talak, tidak dating menghadap sendiri atau tidak 
mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau 
patut maka gugurlan kekuatan penetapan tesebut, dan perceraian tidak 
dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama. 
Pasal 70 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tidak dapat diterapkan dalam 
perkara ini sebab bertentangan dengan peraturan yang berlaku bagi agama Islam 
dalam Kompilasi Hukum Islam juga menuangkan hal tersebut pada pasal 40 huruf 
(c) yang menyatakan bahwa seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan 
dengan seorang wanita dalam keadaan wanita tersebut tidak beragama Islam. 
E. Langkah-Langkah Penelitian 
Langkah-Langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Metode Penelitian 
 Penelitian ini menggunakan metode analisis isi yaitu menganalisis 
mengenai Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2362/ Pdt.G/ 
2014/PA. yang berkaitan dengan masalah pembatalan perkawinan karena 
istri murtad. Metode ini biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran 
yang bersifat normatif namun juga dapat digunakan untuk menganalisis 
terhadap suatu putusan Pengadilan atau Yurisprudensi dengan cara 





digunakan dalam ilmu Hukum (Cik Hasan Bisri. 1999 :56).  Analisis isi 
keputusan Pengadilan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut yaitu 
memilah dan memilih data yang terdiri dari data pertimbangan hukum yang 
menerapkan pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan 
dan data penemuan hukum serta kontribusi putusan bagi perkembangan 
hukum di Indonesia, kemudian data-data pertimbangan dan penemuan 
hukum serta kontribusi putusan bagi perkembangan hukum di Indonesia 
tersebut dihubungkan setelah data tersebut dibanding-bandingkan sehingga 
data-data tersebut mempunyai kebenaran koherensi. 
 Penafsiran yang digunakan dalam menganalisis isi putusan ini yaitu 
menggunakan Penafsiran yang sudah lazim digunakan yaitu penafsiran 
sistematis yaitu penafsiran didasarkan pada susunan dan hubungan dengan 
berbunyi-bunyi Pasal-Pasal lain Penafsiran yang didasarkan sesuai dengan 
system hokum dan menggunakan juga pendekatan dari aspek Penafsiran 
(Pipin Syaripin, 1999:157). 
2. Lokasi penelitian  
Penelitian dilaksanakan di kota Bandung, yaitu di Pengadilan Agama 
Bandung. Karena penulis mendatapkan salah satu putusan yang dianggap 
menarik untuk di jadikan suatu penelitian dikarenakan lokasi penelitian 
lebih efisien baik dari segi jarak maupun waktu. Sehingga mempermudah 
penulis untuk mendapatkan data terkait dengan permasalahan yang akan 
dibahas.  





Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu 
sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer yakni yang 
menjadi acuan pokok penelitian ini yang terdiri dari: Putusan Pengadilan 
Agama Bandung dalam bentuk salinan bekas putusan dan dokumen lain 
yang berhubungan dengan putusan Pengadilan. 
 Sedangkan data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer. 
Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, majalah 
ilmiah yang memuat bahasan atau berkaitan dengan putusan pengadilan dan 
pembatalan perkawinan. 
4. Jenis Data 
Jenis Data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban atas 
pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan 
pada tujuan yang telah ditetapkan (Cik Hasan Bisri, 1999:58). Jenis data 
dalam penetitian ini terdiri atas: 
a. Data tentang dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor: 
2362/ Pdt.G/2014/PA.Badg. 
b. Data tentang penerapan pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) 
terhadap Putusan Nomor2362/Pdt.G/2014/PA.Badg. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumentasi, Studi 
Kepustakaan dan Wawancara. 
a. Teknik pengumpulan data menggunakan Studi Dokumentasi dilakukan 





1) Membaca seluruh isi putusan mulai dari kepala putusan sampai kaki 
putusan  secara berulang-ulang. 
2) Membaca isi putusan tentang Hukum Perkawinan dan Hukum 
Prosedur yang berhubungan dengan menjawab pertanyaan penelitian. 
3) Pemberian tanda data tentang pertimbangan hukum dan penggalian 
hukum atau penemuan hukum. 
4) Mencatat dari tahapan ketiga yang berupa pemberian tanda tentang 
pertimbangan dan penggalian hukum atau penemuan hukum. 
5) Penelaahan terhadap hasil catatan dengan menghubungkan terhadap 
sumber hukum yang digunakan dalam putusan. 
b. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara yaitu: menggunakan buku-buku 
laporan-laporan dan majalah ilmiah yang berhubungan dengan penelitian 
kemudian dihubungkan dengan masalah penelitian. 
c. Mengadakan wawancara langsung dengan Majelis Hakim yang 
menjatuhkan putusan tersebut dengan ahli-ahli hukum serta pejabat-
pejabat terkait di Pengadilan Agama Bandung. 
6. Analisis Data  
Analisis Data dalam penelitian dilakukan dengan beberapa tahap sebagai 
berikut: 
a. Idenfikasi, data yang digali berasal dari dokumen Putusan Pengadilan 
Agama Bandung Nomor 2362/Pdt.G/2014/PA.Badg tentang Fasakh bagi 





b. Berdasarkan hasil kerja pada tahapan pertama dilakukan klasifikasi data 
yaitu data pertimbangan hukum, penemuan hukum dan data kontribusi 
putusan terhadap perkembangan hukum Islam di Indonesia sesuai dengan 
pertanyaan penelitian dan unsur-unsur yang terkandung dalam fokus 
penelitian. 
c. Menghubungkan data serta melakukan penafsiran data dengan 
menggunakan penafsiran yang telah dipilih. 
d. Berdasarkan pada tahapan ketiga dapat diperoleh jawaban atas 
pertanyaan penelitian yang didalamnya terkandung data baru atau temuan 
penelitian (Cik Hasan Bisri, 2003: 285). 
